
SAL! NAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PRO VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 59 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 
maka pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik 
Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik 
Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
15/ MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/ MBU /2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 98); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 112); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
Tirta Arut (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 117); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kotawaringin Barat. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahanan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah 

yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 
pengurusan perusahaan umum Daerah. 

5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas 
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD 
serta mewakili BUMD balk di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD 
dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman, hibah, 
dan/atau penyertaan modal balk yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang 
prosesnya dimulai dan perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan 
konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. 

8. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana 
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh 
BUMD. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
selaku Direksi pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran di BUMD. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk 
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 
Pengguna Anggaran. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran BUMD. 

12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan 
Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung. 

13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 
oleh Direksi untuk mengelola pemilihan penyedia. 

14. Tim Teknis adalah Tim BUMD yang membantu Pokja 
Pemilihan dalam proses pengadaan barang/ konstruksi/ 
jasa konsultansi atau Jasa Lainnya. 

15. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang 
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 
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16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

17. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian 
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 
suatu bangunan. 

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

19. Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 
Direksi. 

21. Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan 
pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia 
barang/jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi 
menggunakan penunjukan langsung oleh pejabat 
pengadaan. 

22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 

25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi 
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola. 

26. Best practice merupakan upaya pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pada BUMD di Kabupaten Kotawaringin 
Barat dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk 
mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur. 

27. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang 
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung 
kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran. 

28. Penyelenggaraan Swakelola adalah tim yang 
menyelenggarakan kegiatan. swakelola. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas: 
a. Prinsip, Kode etik, dan kebijakan pengadaan 

barang/jasa; 
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b. pelaku Pengadaan Barang/Jasa; dan 
c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

BAB III 
Bagian Kesatu 

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 3 

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai 
berikut: 
a. efisien; 
b. efektif; 
C. transparan; 
d. terbuka; 
e. bersaing; 
f. adil; dan 
g. akuntabel. 

Bagian Kedua 
KODE ETIK 

Pasal 4 

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa 
mematuhi etika sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan 
ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga 
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung mupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis 
pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan pihak yang terkait, balk secara langsung 
maupun tidak langsung yang berakibat persaingan 
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan BUMD; 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi; dan 
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h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak 
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 
imbalan komisi, rabat dan apa saja dan i atau kepada 
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 
dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: 

a. Direksi, Dewan Pengawas, atau personel inti pada suatu 
badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan. 
Pengawas/Komisaris, atau personel inti pada badan 
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama; 

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan 
Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan 
Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali 
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi; 

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai 
konsultan perencana; 

d. Direksi/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik 
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 
menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau 

e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi 
yang sama, dikendalikan balk langsung maupun tidak 
langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan 
sahamnya lebih dan i 50% (lima puluh persen) dikuasai 
oleh pemegang saham yang sama. 

Bagian Ketiga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 5 

(1) Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi: 

a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang 
sebesarbesarnya (Value for Money); 

b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, 
ketepatan mutu dan kewajaran harga; 

c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah; 

d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan 
Standar Nasional Indonesia (SNI); 

e. pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan secara 
elektronik menggunakan fasilitasi LPSE. 

f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses 
BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan 
yang berlaku. 

(2) Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri minimum 25%, apabila 
terdapat produk dengan tingkat komponen dalam negeri dan 
bobot manfaat perusahaan minimum 40%. 
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(3) Kewajiban menggunakan fasilitasi LPSE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila pengadaan 
barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja sebagian 
atau seluruhnya dan i APBN/APBD. 

BAB IV 
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Kesatu 
Pelaku PBJ 

Pasal 6 

Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 
a. PA; 

b. KPA; 

c. PPK; 

d. Pejabat Pengadaan; 
e. Penyelenggara Swakelola; 
f. Penyedia; dan 
g. Kelopok Kerja Pemilihan. 

Bagian Kedua 
Pengguna Anggaran 

Pasal 7 

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
memiliki tugas dan kewenangan: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

c. menetapkan perencanaan pengadaan; 
d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 
e. menetapkan kelompok kerja pemilihan; 

f. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang /Jasa; 
g. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi 

ulang gagal; 
h. menetapkan PPK; 

i. menetapkan Pejabat Pengadaan; 
j. menetapkan penyelenggara Swakelola; 
k. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 
1. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode 

pemilihan: 

• Tender untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan 
Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran 
diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

• Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 
nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah); atau 

• Penunjukan Langsung tanpa batasan. 
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Bagian Ketiga 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 8 
(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada 

BUMD melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan 
dan i PA. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA 
berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan 
Konstruksi. 

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan/atau 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. 
(4) KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis. 
(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai 

PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. 

Bagian Keempat 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Pasal 9 

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki tugas: 

a. menyusun perencanaan pengadaan; 

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja 
(KAK); 

c. menetapkan rancangan kontrak; 

d. menetapkan HPS; 

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan 
kepada Penyedia; 

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g. menetapkan tim teknis; 
h. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

i. mengendalikan Kontrak; 

j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 
kepada PA/KPA; 

k. menyerahkanhasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan 
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 

1. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan; dan 

m. menilai kinerja Penyedia. 
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan 
dan PA/KPA, meliputi: 
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja, dan 

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak 
lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis. 

Bagian Kelima 
Pejabat Pengadaan 

Pasal 10 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memiliki tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 
langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Kontruksi/Jasa Lainnya; clan 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 
langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi. 

sebagaimana 

pengadaan 

pengadaan 

Pasal 11 

Dalam hal BUMD tidak mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang memiliki sertifikasi dasar, Pejabat Pengadaan dapat 
menggunakan tenaga diluar BUMD, kecuali pembelian langsung 
oleh Pengguna Anggaran (PA). 

Bagian Keenam 
Penyelenggara Swakelola 

Pasal 12 

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas: 

a. tim persiapan; 

b. tim pelaksana; dan/atau 

c. tim pengawas. 

(2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal 
pelaksanaan, dan rencana biaya. 

(3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan 
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan 
dan penyerapan anggaran. 

(4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik 
maupun administrasi Swakelola. 
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Bagian Ketujuh 
Penyedia 

Pasal 13 

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib 
memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang 
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab atas: 

a. pelaksanaan Kontrak; 

b. kualitas Barang/Jasa; 

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

d. ketepatan waktu penyerahan, dan 

e. ketepatan tempat penyerahan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Kerja Pemilihan 

Pasal 14 

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf g memiliki tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 
Penyedia; 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 
Penyedia untuk katalog elektronik; dan 

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode 
pemilihan: 

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai 
Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah); dan 

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar 
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 
Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan 3 (tiga) orang. 

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan 
Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. 



(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 15 

(1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan 
penyedia yang terdiri atas: 

a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat 
rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli 
langsung kepada penyedia barang/jasa, untuk nilai paling 
banyak sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang 
bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara 
memban.dingkan minimal 2 (dua) sumber harga; 

c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang 
dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat 
khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses 
pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan; 

d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya 
yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia 
barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara 
terbuka; 

e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan 
dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk 
menyampaikan penawaran secara terbuka; 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi. 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

(1) Standar harga kebutuhan Barang/Jasa BUMD berpedoman 
pada standar satuan harga Daerah yang berlaku. 

(2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan BUMD 
tidak termuat dalam standar satuan harga Daerah ditetapkan 
dengan. Keputusan Direksi. 

(3) Biaya Pengadaan Barang/Jasa BUMD dibebankan pada 
anggaran BUMD. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 Mei 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd. 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd. 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59 
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